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WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 64 TAHUN 2013
TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan

Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran dan
Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4748);

6. Undang-Undang .......cccceueenee.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas
Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang
Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Serang
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas
Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang
Tahun 2011 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan  Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang (Lembaran Daerah
Kota Serang Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang
Nomor 68);

MEMUTUSKAN ...............



-3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Serang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Serang.

Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)} yang melaksanakan
tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat Objek BB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan  kewajiban  perpajakan  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang dipergunakan untuk memberitahukan besarnya pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib
pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adminstratif berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak daerah yang telah dilakukan dengan
cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk
oleh Walikota.

13. Surat ..................
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Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat
ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat
ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak
daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak
daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak
daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, Surat ketetapan pajak
kurang bayar tambahan, Surat ketetapan pajak daerah nihil, Surat
ketetapan pajak daerah lebih bayar, atauterhadap pemotongan, atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

Banding adalah Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 2

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah dan/atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Walikota.

Jika pembayaran pajak dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1), hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling
lambat 1(satu) hari Kerja.

Pasal 3

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lambat 6
(enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan
dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan SSPD atau bukti pembayaran lain yang
sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Walikota dapat menyetujui permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga paling banyak
2% (dua persen) setiap bulan, sesuai dengan ketentuan perundang -
undangan perpajakan daerah.

BAB III
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 4
Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Pejabat
dilaksanakan dengan ketentuan :

a. sebelum jatuh tempo pembayaran;
b. tanpa didahului Surat Teguran;

c. sebelum ....................
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c. sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari, sejak Surat Teguran
diterbitkan; atau
d. sebelum penerbitan Surat Paksa.

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling kurang memuat:
a. nama Wajib Pajak, dan/atau Penanggung Pajak;
b. besarnya utang Pajak;
c. perintah untuk membayar; dan
d. saat pelunasan Pajak.

(3) Bentuk Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Kepala Dinas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur lebih
lanjut Keputusan Walikota.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 20 Desember 2013

WALIKOTA SERANG,

——

Th. H/léUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

/-

M. MAHFUD

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2013
NOMOR 64



